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BUPATILEBONG 

a. ba.hwa berdasarka.n Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 trnta.ng Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat 
(3) yang m~nyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan 
pada. pemerintah daerah diatur dengan peraturan Bupa.tl 
yang mengacu pada pedoman umum Sistcm Akuntansi 
Pemer'intahan; 

b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerinlahan berbasis 
akrual sebagaimana diatur daLam Peraturan Pemerintah No 
71 Tahun 2010 harus segera diter-.ip.kan namun memerlukan 
masa n-ansisi: 

c, bahwa berdasarkan pertimbangan ,;;ebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b untuk tertib administrasi 
pengelolaan keuangan daerah , perlu ditetapkan Peraturan 
8upati ten umg Kebijakan Akuntansi Pemerintah Ka bu paten 
Lebong; 

1, Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang 
Pernbentuklln Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik lndonesia 'l'ahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 199.4 tentang l'erubahan 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun l 9.85 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RepubUk Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Trunbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotlsme (Lcmbaran Negara Republlk [ndonci.-ia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 'legara 
Republil< Indonesia Nomor 3851 J. 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 iznta.~ iY.a 
Perolehan 1-iak Atas Tanah dan Ban~.man (ln,,baran 



-

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

5. UttdMg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lem baran Neglll'a Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong clan Kabupaten E<epahiang 
di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
lndonesiaTahun 2003 Nomor l54, Tambahan Leml)aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

7, Undang-Uadang Nomor J Tahun 2004 tentan_g 
Perbenda:haraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawa.b K,euangan Negara 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan l,embaran Neg~ Rep□blik Indonesia Nomor 
4400); 

9. Undang-U□dang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembaogunan .Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211; 

LO. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangli\n Antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembar-an Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 44381; 

ll. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Reabusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembara.n Negara. 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan_g 
Pembenrukan Pcraruran Perundang-undangan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu a 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesfa Nomor 
5234); 

l3. Undang-Undang Nomor 22 Tah.un 2011 tentang Anggru-an 
Pendapatan dan Belanja Negara 'l'ahun Anggaran 2012 
(Lembara11 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
113, Tamba.han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5254); 

14. Undang-Undang NomQr 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubab 
dengan Peraturan Pemerintah Pe.ngganti Unda□g-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tcatang perubaban atas Undang­
Undang Nomor 23 Tah.un 2014 teniang Pemerinrahe.n Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un 20 I q Nomor 
246, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5589); 

15. Peraturan Pcmerintah Republik lndones,a Nomor 2' 
196& tentang Berlakunya Undang-lindang N = Q 
1967 dan Pelaksanaan P•m~nntaL P:'op.:15' ;:;-,-,,T' 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
34, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 
2854) ; 

16. Pera tu ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 t~ntang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
OPRD \Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana Lelah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tencang Kedudu.kanProtokoler dan Keuangan 
Pimpioan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Le_mbW'iLI' Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambaban Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
perubahan atas Peraturan PemerinlAh Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20!2 Nomor 
171, Tambahan 1..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

18. Peraturan Pemerlmah Nomor 7 t Tahun 20 I()< ten tang 
Scaada.r AkunlWl§i Pemerintahan (Lembamo Negara Republik. 
lndonesia T-ahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemcrintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan L.embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); 

20. Peraturaa Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta:hun 
2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
lndoaosia Nomor 4575); 

2 I. Perarutan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang 
perubahan acas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
centang Slstem lnformasi Keuangan Daerah (l.cmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

22. Pera tu ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, 1'ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5272); 

23. Pera tu ran Pemerintah Nomo r 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaa.;n Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nonior 4578): 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2005 
Nomor 150, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

25. Peratw'MI Pemeri11tah Nomor 8 ts.hun 2005 ttmang 
Pclaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republlk lndonesla Tahun 2006 '.':om • 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones-.a · -



4614); 
26. Pcrnturan Meoteri Da lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Teotang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrab, 
sebagaimana lclab d.iubah dcngan Pcraturan Meoteri Oalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahao Kedua Atas 
Pcraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah; 

27. Pernrumn Daerah Kabupaten Lcbong Nomor 13 Ta,hun 2010 
tentang Polrok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKA.N : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATJ TENTAiiG SISTEM AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pua! l 

Oa,lam Peratun\n Bupatl ini yang dimaksud densan: 

l. Pemerlntah Daerah adalah Pemerintab Kabupatcn Lcbong 
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lcbong 
3. Akuntansi adalah proses ideatifikasi, pencatatan, 

pengklasulkasian, pengikhtisaran Lransaksi dan kejad.ian 
penyajian laporan, serta pcnginterpretasian atas hasi)nya. 

pengukumn, 
keu;mgan, 

4. SLandar Akuntansi Pecnerlntahan, yang selanjutnya disingkaL SAP, adatah 
prlosip-prlnsip akuntansl yang ditcrapkan dalam mcnyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. 

5. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahao, yang selanjutnya d.isingkat 
PUSAP, adalah Peraluran Menlerl Kcuangan yang bcrllijU!U\ untuk 
111emberlk.an pedoman bagi Pemerintab dalam rangka penyusunan Sistem 
Akun~nsl Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual dan 
penerapan sialistik keuangan pemerintah dac'rah unruk penyusunan 
konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional. 

6 . Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yanl!, selanjutnya disingkat SAPD, 
adalab rang)<aian sistematik darl proscdur, penyelenggara, peralatan, dan 
elemen la.in untul<; mewajudkan !ungsi akuntansi scjak analisis transaksi 
sampai dengan pelaporan kcuangan di tinglrungan organisasi pemerlntah 
Kabupatca Lcbong 

7 Kebijakan Alcunlru,sl Pemenntah Daerah lerdiri alas prinsip-prinsip, dasar­
dasttr, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang 
dipilih oleh Pemerintah. Kabupaten Lebong dalam penyusunan clan penyajia,n 
laporan kcuangan. 

8. Bagan Akun Standar,yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode perklraan 
buku besar akuntansi yang terd.iri dari kumpulan akun nominal dan akun riil 
secara tengkap yang cligunakan di dalam pembuatan jurnal, bu·ku bcsar, 
ncraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangao. 

9. /\.nggara.n Pendapatan dan Belanja Dae.rah yang selanjutnya ruslngJ«u APBD 
adalah rencana keuangan tahu.nan peme.rintahan dacrab yang dibahas dan 
disctujui bersama oleh pemerinlah daerah dan DPRD dan ditetapkan deog,an 
peraturan daerah, 



J 0. Basis AkruaJ adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh t.ran:saksi dan 
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
mempe.rhatikAn saat kas atau setara kas diterima atau cllbayar. 

J l . Basis Kas adalah basi~ akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pa.da saat kas atau setara lms diterima atau dibayar. 

12. Basis Kas l\1enuju Akrual adalah basis akuntansi yang mcngakui 
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbas;s kas scrta mengakui aset, 
utang dan ekuitas dana berbasis akrual. 

13. Pengakuan adalah proses penetapan terpem,hinya krileria pencatatan suatu 
kejadian atau peristiwa dalam catatan akuotansi sehingga akan menjadi 
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, 
belanja, pcmbiayaan, pendapatan-LO dan bebrun, sebagaimana akan termuat 
pada lapo,an keuang0.L1 cnlitas pelaporan yang bersangkuran. 

14. Pengukuran adaJah proses penetapan nilai uang untu.k mengakui dan 
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangrui. 

15. Pengungkapan adalah bcrupa laporan ke.uan.gan yang menyajikan secara 
lengkap informasi yang dibutuhkan olcb pengguna. 

l 5. Laporan Rea lisasi Anggaran yang selanjutnya disingkaL LRA adalah laporan 
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/dclisit-1,RA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 
satu periode. 

17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang se)anjutnya dlsingkal LPSAL 
adalah laporan yang mensajikan i.nformasi kenaikan dan penurunan SAL 
t.ahun pelaporan yang Lerdiri dari SAL awal, SiLPA/SU<PA, koreksi dan SAL 
akhlr. 

18. Neraca adalab laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
cntitas pelapornn mengenai a.et, )<ewajiban dan ekuitas pada tanggal 
tertentu 

19. Laporan Openi.sional yang selanjucnya disingkat t..O adalab laporan yang 
menyajikan inforrnasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan 
surplus/defi,,it operasional dan suatu entitas pelaporan yang penyajianny'll 
disandb1gkan dengan periode sebelumnya. 

20. Lapora,n Arus Kas yang selanjumya disingkat LAK .adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubaban kas dan 
setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada 
tanggal pelaporan. 

21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan 
yang menyajikan informasi mengeoai perubahan ekuitas yang tercliri dari 
ekuiras awal, surpius/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir, 

22. Catata.n atas Laporan Kcuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah 
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau dartar terinci 
atau 'l:Ottlisis atas nilai suaru pos yang disajikan dalam LRA, LPSAl,, LO, LPE, 
Neraca dan L.AK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

23. Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang 

24. Pejabal Pengelola Keuanga11 Daerah yang se!Mjutnya disingkal PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Oaerah yang rnempunyai rugas 
melaksanakan pengelolaan APJ3D dan bertindak sebagai bendahara umum 
da.eri\h, 

25. Entita.s Akuntansi adalah unit pemerintahao peogguna anggaran/pengguna 
barang dan oleb ~arenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untttk digabungkan pada entita.s pelaporan. 



2o. Entrtas Pelaporan adalah unit pemenntahan yang terdiri daTi sam atau lebih 
enLitas .akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan l:aporan pertanggungjawaban 
berupa Japoran keuangan. 

27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekerung tcmpat penyimpa.nan uang 
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untu.l< menampung seluruh 
pencrimaan daerah dan cligunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang dilc tapkan. 

28. Pendapatan-1.,RA adalah semua penerimaan Rckening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo Anggaran L.ebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibaya:r kembali 
oleh pemerintah. 

29, Belanja adajah semua p~n;geluaran darl Rekenin~ Kas Umum Daerah yang 
mengusangi Saide Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
bcrsangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaranoya kembali oleh 
pemerintah. 

30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada tahun 
anggamo yang bernangkutan maupun pada tahun-cahun anggaran 
berikucnya. 

31. Pen<lapatan-LO adalah hak pemerincah pusal/daerah yang cliakui sebagai 
penambab ekuitas dalam pcriode tahun anggaran yang bersangkutan clan 
tidak perlu dibayar kembiili. 

32, Bcban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 
pelaporan yang menurunk.an e1.'1.titas, yang dapat berupa pengeluaran atau 
konsumsi aset atllu timbulnya kc"•ajiban. 

33. Pos Juar biasa adalah pendapatan luar b1asa atau beban lua,r b iasa yang 
terjadi karena kejadian atau t.ransaksi yang bukan merupakan operasi biasa, 
tidak diharapkan sering atau rutin terjacli, dan berada di luar kendali atau 
pengaruh entitas bersangkutan. 

34, Asel adalah sumbcr daya ekonomi yang dikuasai dan/acau climiliki oleh 
pcmerlmah sebagai akibaL dari periStiwa masa lalu dan dari man.- manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan dlharapkan dapat diperoleh, bailc 
e leh pemcrintah maupun masyarakat scrta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukao untuk penyediaan jasa 
bagi masyarakaL umum dan sumber-1>Umbcr daya yang dipelihara karena 
alasan sejarah dan budaya. 

35. lnvestasi ada.lah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 
sepcrli bungs, dcviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainoya 
schingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyara.kaL Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah 
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah . 

36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumbeT daya ekonomi 
pcmedntah. 

37. Ekultas adalah kekayaan bersih pemerintAh yang merupakan selisih antara 
aset dan keWajiban pemerl ntah. 

38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang 
tctsaji dalam laporan lceuangan entitas menjadi sesuru dengan yang 
seharusnya. 

39. Penyesuruao adalah transaksi penyesuaian pada akhlr periode unruk 
inengakui pos-pos seperti persediaan. piutang, utang dan yang lain yang 
berkatca n dcngan adanya perbed~an waklu pencataum dan ,oang belum 
dicatat pada transal<;s, berjalan !'tau pada period• yang bcrjatan. 



BAB 11 
SYSTEM AKIUNTANSI PEMERINTAH OAERAH 

l'a&al 2 

Siscem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari: 

a. Sistem Akuntansi SKPD; 
b. Sislem Akuntansi PPKO; dan 
c. Bagan Akun Standar. 

Pasal 3 

(l) Sistern ak\.tntansi SKPD sebagaima,na dimaksud pada pasal 2 huruf a 
mcncakup tcknik pencatatan, pengakuan dan pcngungkapan atas 
penda.patan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, 
penyesuaian da n lroreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPiD. 

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada pas."1 2 hurur b 
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 
pendapatan-LO, bcban, pendapatan-1,RA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, 
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan 
PPKD serta penyusunan laporan kcuangan konsolidlalsian pemerintah daerah 

(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) tercantum 
dalam Lamplran J sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubcmur/8upati/Walikota inL 

(4) Sistem akuntilnsi PPi<D sebagalmana dimaksud pada ayat (::i) tercantum 
dalam Lampiran n sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubemur/Bupati/Walikota ini. 

Pasal4 

(I) BAS sebagaimana ctimaksud dala.m pasal 2 bwuf c sebagai menjadi pedoman 
bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodettkasi mencakup akun-akun 
yang menggambarkan stru ktur laporan keuangan secara lengkap. 

(2) BAS sebagaimar1a dunaksud pada ayat fl) terdtri. atas level 1 sampai dengan 
level 5, meliputi: 
a, level I (satu) menw1jukkan kode akun; 
b. level 2 (dua) meaunjukkan kode kelompok; 
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; 
d, level 4 (empat) mennnjukkan kode obyek; dan 
e. level 5 {lima) menunjukkan kode rincian obyek. 

(3) BAS sebagaimana climaksud padadalam ayat (!) digunakan di dalam 
pcacatatan transaksi pada buku jumal, pengklasifikasian pada buku besar 
dan pengikhtisaran pacla neraca saldo, dan pcnyajian pada laporan 
keuangan. 

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam l,ampiran III 
Pcraturan Bupati ini, 

BAB III 
KETENTUAN PERALlll.AN 

Pasal 5 

(l) Kclcntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai Tahun 
2015. 

(2) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 20 l 4 mengacu kepada $is!= 
akunta:nsi sebclumnya yang berlaku pada pemerintah daerah 



" 

BAB ll 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasal2 

S1stcm akuncansl pemerintah daerah terdiri dari: 

a. Slstem Akuntansi SKPD; 
b. Sislcm Aku ntansi PPKD; d an 
c. Bagan Akun Standar. 

Pasal3 

(I) Sislom akunumsi SKPD sebagaima.na dimaksud pada pasal 2 huruf a 
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungka pan atas 
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewaiioan, ekuitas, 
penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKP;r>. 

(2) Slstem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b 
mencakup tcknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 
pcnda-patan-LO, beba.n, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, 
kewajiban, ekuitas, pcnyesuaian dan korcksi, penyusun!l.o laporan keuangan 
PPKD scrta penyusunan laporan keuangan konsolid,isian pemerintah daerah 

(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) tercantum 
dalam Lampiran I sebagai bagian yang tida k terpisahkan dari Peraturan 
Oubcrnur/Bupati/Wallkot.a mi. 

(4) $istem aktmtansi PPKD sebagahnana dimaksud pada ayac (:2) tercantum 
dalam Lampiran JI sebagai bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan 
Gubernur/Bupati/Walikota ini. 

Pasal4 

(I) BAS scbagaimana dimaksud dalam pasal 2 buruf c sebagai menjadi pedoman 
bagi pemerintah daerah dalam melakukan ko,:1.elikasi mencakup .i.kun-akun 
Jiang menggarnbarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. 

(2) BAS sebagalmana dimaksud pada.ayat (l) terdiri atas level I sampai dengan 
level 5, meliputi: 
a. level I (satu) menqnjukkan kode akun; 
b. level 2 (dua) menunju.kkan kode k~lompok; 
c. level 3 (tlga) menunjuklran kode jenis; 
d. level 4 (empal) menunjukkan kodc obyek; dan 
e. level 5 (lima) menunjukkan l<ode rincian obyek. 

(3) BAS sebagaimana dimaksud padadalam ayat (IJ digunakan di dalam 
pencat..i.tan transaksi pada buku jumaJ, pengklasifikasian pada buku besar 
dan pcngikht.isaran pada neraca saldo, dan penyajian pada, laporao 
keuangan. 

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III 
Pcraturan 8upati ini. 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

I l) Ketentuan sebagaimana dim,iksud dalam Pasal 2 dllaksanakan mulai Tabun 
2015. 

(2) Pcnyusunan l-aporan Keuangan Tahun 2014 mengacu kepada -sistem 
a.kuntansi sebelumnya yang berlaku pada pcmerintah daerah 



' 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Per,uuran 
Bupati ini dcnganmenempalkanoya dalam Berita Dacrah. 

(4) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada r.angg:al l Januarl 2015. 

D1undangkan di Tubei 
pada langgai n - De.S.,,.,,~- 2014 

Dlt,-tapkWl di Tubci 
pada tanggal .i,.-o,.se.mWt-_2014 l BUPATI LEBONG 

~/,t--. 
_.,,A:.--

,": H . ROSJONSYAH 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN LEBONG 

MIRWAN EFFENDI 

BERITA DAERAH KABUPA'J'EN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR ,1/,Q 


